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PERATURAN DAERAH PROVINS| BENGKULU
NOMOR L. TAHUN 2011 '

TENTANG
PAJAIK DAGRAH PROVING! BENGKULY

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA B3A
GUBERNUR BENGKULV,

bahwa Pojek Doerah menupakan salah salu sumber Pendapaten Dasrzh yany
renlng guna membiayal pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

bahwa kebfjakan Pejak Daerah dilaksanakan dalam rangka meningxalkan pelayanan

kepada masyarakal dan kemandidan daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi
pemerataan dan keadilzn dengan memperhatikan polensi daerah;

bahva dangan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenteng Paiex
¢nn Retibusi Doerah, kopeda Dazerah diberkan kewenangan uniue melakusan
penyeruatan den senambahan jenis Pajek Daerah;

bahwa berdasarken peﬂlmﬁangah sebagalmana dimaksud dalam huruf a, huru b
dzn huruf ¢ perlu menataskan Peraturan Dasrah Provinsl Bengkuly lentang Pajak
Dasrah Provinsi Bengkuly,

. Undang-Undang Nomor @ Tahun 1867 tentang Pembentukan Provinsi Sengiuly

Lembaran agarz Republik Indonesta Tahun 1667 Nomor 19, Tembahen Lembaren
Negera Republik Indonesia Nomor 2628);

Undang-Undang Nomor 8 Tahwn 1881 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tzhun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 3209); _

Undang-Undang Nomor § Tahun 1883 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemaloken (lLembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1983 MNemor &3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telan diubah beberapa kall
terakhir dengen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penelapan
Paraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2008 tentang
Paruhahan keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1863 taniang Kateniuan
Umum dan Tata cara Perpzlzkan menjadi Undang-Undang (Lombaren Negard ©
Feputt Indonesia Tatun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaron Nejara Nomor
4539); ‘ - . ' -

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1887 tentang Penagihan Pajax Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1837 Nomer 42, Tambahan
Lembaran Negzra Nomor 3508) sebagaimana lelah diubsh tsbercpa tarakhir -
dennen Undang-Urdang Nemor 18 Tahun 2000 fentang Penubenzn Kedua atas

Unadng-Undeng Nomer,i% Tehun 1897 tentang Penagihen Palet Dangan Sura! -

Pakea (Lembaran Megara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3967); ‘ .

. -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadian Pajak -(Lemberan
‘Negara Republix Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Leinbaran Negara

Republik Indonesla Nomar 41€8);
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6, Undnng;Un&mn Nomor 10 Tehun 2004 tentang .Famhnnﬁ'.man Perat
Parundang-undangen (Lembaran Negara Republik Indonasla Tahun 2004 r:ﬁmur?; % '
Tumbohan Lembaren Negara Ropublls Indonosla Nomor 4388); * &

T. Unﬂang—umjang Momor 32 Tahun 2004 Entong Pemenntehan ﬁﬁurah Lembat
Negara Rapyblik \ndonacla Tehun 2004 Nomor 125, Tambahan tumha}an HugaTu

_ Reputilix Indonesta Nomor 4437) sebagaimena telah dluy i
dangan Undang-Undang Nemer 12' Tehun 2008 hmmm E&ﬁfﬂ
Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang ' Pemerintahan Dasrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor 53, Tambahan Lemberzn Nenara
Reputlik Indanesia Homor 4344); : - e

B. Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tén'.ang Perimbangan: Keuangan antara

Pemerinizh Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

;r:gg? 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

¥, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkulan Jalan

(Lembaran Negara Republi Indonesla Tahun 2009 Nomor 86 Tambahan Leémbafan . .
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik (Lembarun

Negars Republlk Indonesta Tahun 2008 Nemor 112, Tambahen Lembzran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Memeor 23 Tehun 2002 lenlang Pajak gan Retribus! Daerah Nomar .
\Lamtaran Negera Republik Indonesla Tahun 2009 .Momer 130, Tambahan'
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomar 5048); '

12. Peraluren Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang bertakunya Undang-Undang
- Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Femerintzhan di Provinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran
NEQE?’E Republi Indonesia Nomor 2854);

13, Peraluran Pamerintah Nemor 135 Tzhur 2000 tentang Tata cara Penviizan Delam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lemberan Negara Republik
Indongsia Tahun. 2000 Nomer 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4048);

14. Peraluran Pemerinlah Nomer 53 Ta:h:m 2005 l2ntang Ferrg‘elnléan Keuangan
Daarah [ Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15, Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 i&ntang Pembagian Urusan
Pemerinizh anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemenntahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2007 Nomor
62, 'I'Tamharnan Lembaran Negara Republk Indonesla Nomer 4737);

16. Paratyran Pamerintah Regubl Indonesia Nomar 69 Tahun 2010 Tentang Teta Cara
Pembsran dan Pemanfzatan Insenlll ‘Pemurgulan Pajak Dasrah dan Retrbusl

Daerah { Lembaran Negara Republi Indongsia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan §
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ),

17, Peraturan Pemeriniah Nemer 81 Tahun 2010 tenlang Jenis Pajsk Daersh yang
Cipungut Berdesarkan Penclzpan Kepala Dacrah ateu Dibayar Sendiii cleh Wajib
Pajak ( Lembaran Negara Republix Indenesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 - '

18, Pératuren Menled Dalam Neger Momor 13 Tahun 2008 lentang Pedoman
Pengelolasn Keuangan Daerah, sebagaimana telah didbah. dengan Peraturan
Mented Datam Neged Nomor 58 Tshun 2007 tentang perubahan atas Peraluran

. Menterl Dzlam Neged Nomor 13 Tahun 2005 tentang, Pedoman Pengelolaan

Keuangan Dasrah.

Dipindail dengan CamScanner



= i

-J L]

.*19. Peraturan Monted Dolam Nogerl Nomor 16 Tahun - '
Penyusunan Produk Hukum Dm_ E, ”'. €006 fentang Prossdyr

Dm_wg_nn Pumu!ujl:l_un Bersamp |
DEYVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS]
RO dan
GUBERNUR BENGKyLY

ENGKULY

a
bl f
+4 - Pkt

 MEMUTUSKaN, . - : .
: PERATURAN DAERAN TENTANG PAJAK DAERAH PROVINS] BENGKULL,

- BAB | _:
KETENTUAN UnUM -:[
Pasal 1 g

Dolem Peraluran Dasrah i ¥ang dimzksud dengan :
+ Laerah adalsh Dasrah Proyis Eengkulu,

& Pemerintah Dasrah adalgh Pemerintah Provins! Bengkulu,
Gubemur adalah Gubsmur Bengkuly, '

. Cinzs Pendapatan Daerah edalah Dinas Fmdapalm'i'.}aa{ah Provinsi Bengkuly

A

N r.
g
| |
-
[ fm]
:
| -
:
o
;
X

6. Pemerintah Oazrah adalah Gubemur dan perangkal Daerah sebagal unsur
Panyzenggara Pemerintahan Daarah, it '

7.. Dewan Penwakilan Rakya! Daerah, :.rang selanjulnya disingkat DPRD, adalah
lembaga perwakitan rekyzl Daerah sebagal yneyr penyelergoz= Femerintahan
Dazrah, ' £ . '

B. Pajzbet adalah pegawal ying diken ugas lerenty dj bidang Perpajakan dasrah
‘danfatay relrousi daerah sezyzi dengan peraturan Perundang-undangan,

8. Peraluran Daerah adalah Pereluran JFEnln:Iang-hndangan yang dibentuk . oleh

. Dawan Fanf'ml_a}an Rakyal Deerah Provinsi dengan Perselujuan bargama Gubsmur,

10, 'Eefaluran Kepala Daerah adalah Peraliran Gubemur, _ ‘

M. Pajai; Dasrah, yang selenutnya dissbut Pajak, adalah kontibusi wajy kepada
Dasrah yang leruteng oleh orang pribadi slay badan yang bersifal memaksa

Belaasatkan Undang-Undany, dengan idak mendapatkan Imbajan S8Cara lanysung
dan digunakan unlyg keparluan Daargh bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyal.

12, Kepala Dinas adalsh Kepala Qinas Pandapatan Daiﬂa_h Pravins| Bengkuly, °

13, Kendaraan Bemmotar adalah Semu3 kendaraan beroda besra gendengannya yang
cigunakan dl Serua Jenls Jatan daral dan digerakkan olah peralatan teknik berupa

termesuk alat-alal berat dan aial-alat besar. yang dalam oparasinya rqanggunakar;
roda dan molor dan fidgle maiekat secara parmanen serta kentz 7230 bamolor yang

12, Kundarasn, Bormelar Umum adalan sellap Kendaraan yany digunakﬂ'n wntuk
engrutan barang dan/atay Srang cengan dipun gut bayaran, '
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15, Pajak Kendarsan Bermolor yang solanjulnya disingkat PKB .
hepemilkan dan/ alau penguasoan Kendaraan Hﬁmm%r. v :Busah Frr,ai_: Blas )

.' '1ﬁ.-fE_a"a":Eéﬁk Nama Kendaraen Barmator yang selanjulnya disingkat BBNI
‘.fpﬁfug,ﬂ;éu penyorahan hak milk kendarasn bermotor s?im-gal Einbut ;ﬁpﬁ“ dI::
plhak aou perbustan sepihak alau keadaen yang lerjad] karena Jual bel, tukar
menukar, ibeh, warisan, alau pemasuan ke dalam badan usaha, |

7. Faaw;, Bahan Bakar Kendaraan Bermolor yang selm]ufnyu disingkal PEEKS adalah
p;ak ales penggunzan bahan bakar kendaraan Batmotor, ! y

13, Bahen Baker Kendaraan Bermolor, adalah semua jenls ‘ez baiar ol Bt gas
'yang dlgunaken unluk Kendaraan Bermolor, : e

- 19, Penyedia Bahan Baker. Kendaraan Bemolor adalah. Produsen danfatau imsortlr
bahen bakar kendarsan bermolor, bolk unluk dijual, maupun ‘urtuk digurakan
sencid, | | O

20, PajaK Alf PRRUK3AN Yan3 slanjuinya disingkat PAP Malﬁh Pajak atas paﬁgambﬂan .
‘danl atay pemenfaatan air permukaan, : : :

24, Pélak Rokok adalsh pungutan alas cikal rokek yang dloungut oleh Pemarintah ’

22, Alr Permukezn adalah samua ‘el yang terdapa! pada parmukaan taneh, tidak
‘temasuk 2ir laul, balk yang berada dilaut maupun dl daral,

23, Wejly Pajek adalh orang prbadl atau Badan, melipull psmbayar pejak, pemotong
p;ﬁg}:,- den pemungut pajck, yang mempunyal hak-dan kewajiban perpajakan sesual
‘denigan katentuzn peraturen perundang-undangan perpajaken daerah,

24, Masa Pajak edalah jancka wakiy 1 (satu) bulan kalancer alau jangka waklu lzn yang
s L':-n;an F::-E:usan Gubemur pafing lama 3 (tiga) bulan kalendar yang menjadi
nesar besi Welb Pajek cntuk menghllung, menyetor, dan melaporkan pa'ak yang
t@rulzng. -

25. Pajak yang tsrulang edalzh pajak yang harus dibayer pada sualy s2al, dafam Masa
Pejak, da'am Tahun Pajak, alau dalam Bagian' Tehun Paizk sesual dengan
kelantuan peraluran peundang-undangan perpajakan daereh.

23, Surat Pemberitahuan Pajek Daarah, yang selenjulnya disingkal SPTFD, adalah surat
yang clsh Wab Pajak digunakan unluk meleporkan penghitungan dan/atay
pembayaran pajek, objek pajek danfatzu bukan obisk pajak, dan/atau harta dan
iéewgfm sesuzl dengan kelenluan peraturan perindang-undangan perpeiakan

2 1 4

27, Surét Keleltapan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat SKPD, adalah surat
kaletapan pajak yang meneniukan besamya Jumlzh pokok pajak yang taru'zng, p

23, Pemuingutan adalah sualy rangkalan keglatan mulal darl penghimpunan data objek
dan syblek pajak. pensniuan besamnya pajak yang lerulang sampal kegiatan
penagihan pajak kepzda Wajlb Pajak serta pengawasan penyelorannya.

79, Subjek Pajek adalah nrahg privadi stau Badan yang dapat dikenakan Pajak,

3. Penyidikan Encak pidena i bidang perpajakan daersh adalah seranckaian tindakan
yang digkukan olsh Pany!=ik unluk'menoari seria mangumpulkan bukl yang dengan
bukll ifu membuzt terang Lndak pidana di bidang perpajakan dasrah yang terjadi
serla menamuken lersongkenya. r .

31, Surel Scloran Pajok Doersh, yang selanjulnya disingkst SSPD, edaish buki

~ pembayaran atau panysloen Pefek yang lelah dlizkukan dengan manggunakan

formule atau leiah diskuken dongan cara laln ka'kes daereh melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk cleh Gubsmur, | T

32, Surat Taghan Pejak Doerah, yang sslanjutnya disingkat STPD, adalah surat uniuk
g:ﬁmlun taginen pajak  danfatay sanks| admiristat! berupa bunga dan/atau
Ii th - L ' - 3
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i tg"ﬁgﬁﬁat yang diperqunaken oleh Waﬂh Pajak uniuk mefakuken pendafizran
' i,

i .
bevka
A ' Sermolor yang selanjulnya disinnknl HJK3, eda'ah nilal jual

:‘ {[& e ,Em'm.nr yang digarcleh bardazarkan Harga Pasaren Umum atas sualy

ik E?E%twk 5eh"gmmuna tercantum dalam tabe! Niai Jusl Kendaraan
W} A, .

NE kue!‘:sian yeng man:ernlnkan secara relallle Iingkzt kumnimn
it ' : “ ._ﬂ Lingkungan aklbat penggunaan Kendarsan Bermotor. wm

,5 Ea Hn HEi‘h sekumpulan orang dan/atou modal yang merupakan kesatuan, baik
I ;aﬁﬁ "nﬂEL"uﬁan usaha maupun yang Ucak melakukan usaha yang malipul
ﬂFﬂﬂ?A‘;ﬁ?h alas, persaroan komandiler, perseroan lzinnya, badan usaha milik
AnArae BN )E*alau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
e atdboal oo, fima, kongal, koperas] ‘dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
~.~:'- 5‘;‘3""’; far "Tsasi messa, organisasi sosial politik,  atau organisas| lainnya,

*"ﬂgm-“ﬁ"d'l bentuk badan lainnya termasuk kontrek investasi kelekiil dan bentuk

s,

,::'t' -"Eariﬁh&n Pambziulen adelah sural kepulusan yang m“rmwrcan 're..alahan
 Fatblse kaFzldtan hiung, can/atau kekelirvan dalam penerzpan kelentuan lertentu
e eralitan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Arsrey Siatiegmbeniahuan Pojak Terulang, Surat Keletasan Pajak Deerah, Sural

\ Loy Mhic a/ak Dasrah Kurang Bayar, Sugat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
| ;:-':-é- 3 ambategssurat Ketetapan F'E]ar* Deerah Nihl, Surat Kelelopan Pajak Deerzh
AL ﬂg..E lﬂ] 'ﬁjﬂrat Tagihan Palak Dzoroh, Surat Kepdtusan Pembatulan, atay Sural

B **Ea TKeberaten, ,

!-_e“g;‘-' :4, e kisen Keberatan adalah surat Keputusan alas keberatan lerhadap Surat
RS CRErTHET I Pejsk Terhutang, Suret Ke'etapan Paiak Dasrah, Surat Ketetapan
“‘"f Dalalieiseran Kurang Bayer, Sural Helelapan Pajak Daereh Kurang Bayar
:'E‘j R LT E‘Ei:tm; Ketetapam Palak Daerah Nihl, Surat Ketetzpan Pajak Daerah
-.j#;};i_'h R E E,_j[!lj {erhadzp pemotongan atay ;emungman oleh-pihak kﬂtfga yang
SRR Wb Pajak,

e &,{a ffallkBlstanan Pejzk Daerah Kurang Bayar, yang ﬂanjumara disingkat SKPDKS,
TR A ;. ﬁ'l 1 ketetanan pejek yang meneniukan bésamya jumich pokok pajak,
B L el paiak, Jumleh kekurangan pembayaran pokok pejek, besamya sankst

2 1"" E4iielfatf, dan jumish pejak yeng mesih harus dibayar,
H ST h,ujﬁepdahm dan Pendataan Kendarean Bermolar, yang selanjulnya disingkat

':.-u;';:ﬁ. nkfgﬁ, ziah sural yeng dinergunakan oleh Wajb Pajak untuT-; melakukan
Eviend aa'a.,gm enatapan Paja Kendaragn Bermolor,
jﬁh ﬁ'q‘w; fEfuan Pajex Alf F’é:mu!{aan yafg ddlamjutiyd disingkal SPPAP,

netapan PE] ak Alr Pewnuhaan. .

! fam:m Pajak ﬂaarah Mibil, :.rang selanjulnya disingkat SKPDN, adalah
Al e elzpan pajak yang menentusan jumizh pokok pelak sama besamya dengen
5 g ’%‘ﬁmd't pajak atau pajak tidek terutang dan tidak ada kredit pajak.

O ¢slstanan Pejak Dasrah Lebih Bayar, yang sslanjuinya disingkat SHFELE
3 %Fﬁ‘ﬁfml keletapan pajak yang menenlukan jumiah kelablhan pembayaran pﬂak !
J. d‘ ' *[m"niah kdeI pajak labih besar danpada paiat yang terutang atay seharusnya
% Irfé{'lﬁ&!’ﬁ

i v a -u, ;31 [ﬁﬂ Bonding 2dalah !pu!usan badan peradilan pajak atas banding lerhadap Sural
; r‘ s =5 %m “plifisan Keberatan yang ciajukan oleh Wajib Pajak.

.-r.l_

A ‘_**ng;at‘pgahu adeich suraf pernizh mumha]rnr utang pa;alf dan hlayra penagihan e

2

L N e
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A6, Penyitaan adalah Undakan Juru sita pa lak. untuk m : |
pajak, guna dijadixan Jaminan untuk E‘r.ahma.ﬂ u#ﬁéﬁhmﬁtﬁgum
Peraturan Perundang-undangan, g - : i

47, Juru Sita Pejak adelon pelaksand tndaken penagihan 4k yang me
_ sakofika dan sekallgus, permberitahuen sural paksa, pﬁﬂnya:ndgan pﬂﬂiﬁﬁ:ﬁm

‘BABN
JENIS PAJAK
Pasal 2 " y =
Pajak Dacrah terdin ales ; . i 2
a, Pejak Kandaraan Bermotor (PKB),
b. Eea Balk Nera Kendarzan Bemoler (SENKB);
‘¢, - Palak Bzhen Bakar Kanderaan Bermator (PEBKE),
d.
e .

Pajek Alr Permukaan (PAP), dan
Falak Rokak,

BAB Il y
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

| Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak
Posel

Dengan nama PKB dipungut psjak alas kepemilikan dan/ alay penguasean Kendarazn
Bermetor vang tardafier di Dee raf. :

Pasal 4
(1) PKB adaleh kepemilkan danlatay penguasaan Kendaraan Bemolor.

(2) Termasuk dalam pengerfian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayal

" (1) adalah kendarazn ermolar beroda beseda gandengannya, yend digperasikan di
semua jenis jalan daret can wandaraan bermolor yang dioperasian di air dengan
ukuran ke kotor GT § (ima Gross Tonnage) sampai dengan &T 7 (wjuh Gross
Tonnzgs).

(3) Dikecuzlian dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud peda
ayat (2) adaiah; '
a, kerela api;

b, Kendzraan Bermaler yang samata-mata digunakan uniuk keperiuan pertahanan
| ., dankeamanzn Nagara, dan ‘

6. Kendaraan Bermolor Yyang dimiiki ‘danatay  dikussel kedutaan, konsulat,
pepwakilan negara asig dengen @sas tmbal balix den lsmbaga-embaga
intarnasional yang mempercleh {aslitas pembebasan pélak dari Pemerintah.

Pasal 5

(1) Subjek PKB adeian orang prbed! atey, Badan yang memiliki dan/atau menguasal
Kendaraan Bermelor, :

'{2] W zjih PKB adalah orang pribadi atau Eada_n yang mf;:lrﬂ'.'.'lﬁ Kendzrzan Bermolor.
(3) Yeng berlanggung jewob eles pembaysren pejai ad'ﬁlzh ;

o Uniuk orang pribadi iakah orang yang, hrs_irsanghulzn. wugsanyadan | atau ahil
waﬁsn;ra;dm '

b. Untuk Baden ialah paﬁgum;ny: eleu kuase Badan tersabul.
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Caglan Kedua 2 g
Dasar Pangenaan, Tarll dan Cara Penghltungan Pl}ﬁk -
Pasal 6 |

(1) Daosar pnngen:mn Pi8-adalah hasll perkallan dari 2 {dua) unsur pokok:
a; Nilal Jual Kendaraan Bermolor: dan | '

b, Bobat yang mencaminkan cecara relalf ingkal kerusakan Jalan danfatay
pencemaran fingkungan akizat penggunaan Kendaraan Bermolor,

(2] Khusus untuk Kendaraan Bamolor yang digunakan di luar Jalar umum, lermasuk alat-
alat beral ¢an alal-alal bosar serta kendaraan dl air, dasar pengénaan pajak kendaraan
bermotor adalah nllel jual kendaraan bermotor 3 '

(3) Bebot sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dinyatakan dalam koofisien yang
nilzinya 1 {satu) alau lebih besar dari 1 (salu), dengan pengertian sebzgal berikut :
a, koefisien’ soma dengan 1 (salu) berard keruagkan Jelan danlatau pﬁmmmn

lIngkungan oleh penzgunaen Kendaraan Barmalor lersabul dianagap mash delam
butza (plaranyl: dan e

b, koefislen [sbly bosar darl 1 (solu) bererl panggunasn Kendaroan Bomoter
lersebut dianggap melewall batas tolerans '

(4) Nial Jual Kendarazn Bermolor ditentuken berdasarkan Harga Pesaran Umum atas
sualu Kendaraan Bemolor, ' :

(5) Harga Pasarzn Umum sebagaimana dimaksud pada ayal (4) adalah harga rala-ratz
yang diperolsh dari berbagei sumber data yang akurat. :

- {C) NEE Jusl Kenddrdan Eermator sebdgdimand dimaksud padd aydl (+) Clilelapkan

biriesatian Halga Pesaran Umum. pada minggu partama buian Dasember Tahun
Pajak sebelumnya, ¥ ~
(7) Qalam hal Herge Pasaran Umum sualu Kandaraan Bermotor tidak diketahui, Nilaf Jusl
Kendaraan Bermotor dapa! ditenfukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-
* faktor | : )

2. harga Kendzrazn Bermolor dengan isi éﬂMardﬂﬂu saluan lenzga yang sama,
b " penggunaan Kandaraen Barmolor untuk umum atau pribads;
c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bammolor yang same;
"d: harga Kendaraan Bermolor dengan tahun pembuatan Kendzraan Bermolor yang
SaME; S i
¢, harga Kendarazn Bermolor ﬂnﬁan pembual Kendaraan Eermolor;
) herga Hendaraan Bermotor dengan Kendarean Bemmolar sejenis; dan
0. h:.'ga Kandarasn Bermotor berdasarken dokumen Pemberitzhuan Impor. Barang
(Fig). - .
[E-'} Bobot sebagzimana dimaksud pada Efat (1) hurut I:: dihitung berdasarkan faklor-faktor:
a, lekanan gandar; yang dibedakan alas dnsujuﬁ'llah sumbu/as, roda, dan berat.
Kendarazn Bermolor,

b, ienis bahan bakar Kandaraan bermolar yang dibedakan menurut solar, bensin,
gas, listrik, tanaga surya, alau jenis bahan bakar lainnya; dan

. ¢ |enls; panggunaan; tahun pambuatan; dan cirl-ci mesin Kendaraen Bermotor yang

", dibadokan berdasarkan Jenls misln 2 tak atau 4 tak, dan lsl elinder.

{8) Penghitungen dasar péngenaan PKB sebagalimana dimaksud pada eyst:(1), ayat (2),
gyai (3), a=,r:.rli (4), ayzt (5), ayal (), dan ayat (7), berpedoman pada Peraturan Menled
giem Negerl, il _ : .
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Pagal 7

'_lﬁﬁen'dﬂmmr Bemolor

h 1.0 % ‘(s2lu koma ‘nol persen) unluk Kand
Fnﬂwrmlah‘THI’FﬂLHI dan anur‘.}nm Daerah, algan Bermolor

¢, 0,5% (nel kemalima persen) unluk, kendaraan ambulans, pemadam kebal '
'l:EEgEmaﬂn lembaga sosial dan kaagamaan. T3 .: o E g

d. EE % {nol koma dua pt-rsen': unluh hen:laman harmnlu\t‘ olat:alat hﬂm‘l dan ulalﬂat
asar,

Terif PIKE ditetapkan sebosar !

(4.7 .
& 15 %lsaw kema lima persen )
Fﬁbadl

angkuten  umym,.

.F

PasalB

(V) Fepemiiken Kendaraan Bermolor pribadi kadua dun selerusnya tarif pajaknya dapat
ditatapkan sacara prﬂi;‘ﬁ.';lf

(Z) Besamnya larf progresil sebenaimana pada ayal (1) sebagai berikut :
2. *Kegemilikan kedua 2,0 % (dua xoma nol persén);
v, Kapemifian keliga 2,5 3: (dua koma nol limd persen);
¢. Kepemilkan keempal 3 % (Vga persen)
. Kepemilikan kelima dan selerusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

‘ {3} KEpEthkan Kendarazn Sermolor didasarkan alas nama dan!atau alamal yang sama.

(+) Tala cara dan ‘palaksenzan ;enganm pajak progresif dlatur dengan Peraturan
- Gubemir,

Pasal 9

Ealsaran PKB yang lenutang difilung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Paszl 7 danlatau F'asal B dengan dasar penganazn PKB sehagaimana dama‘md
dalam Pasal 6.

B a-i:.n Ketiga
Masu Palak, Surat Pembe ntnhu an, Ketelapan dan Saat Pajik T!I‘hlldﬂﬂ
Pasal 10

(1) PKB dikenakan uniuk Masa Pajek 12 (dua belas) bulan barlumt herut tamulung mulai
snat pendaftaran Kendaraan Enrmnh:r

(2) P¥3dibayzr sekaligus di muka;

(3) Untu« PKB yang karena keadaan kahar (force mejeure) Masa Pajaknya lidak sampal
12 (dua beias) bulan, dzpal di dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk
porsi Masa Pajsk yang, belum ditaiui,

Pasal 11

IRL! iemp:ﬂ belas ) har sebejum berkhimya masa PKB, Gubemur atay Kepala Dinas |

dapat menorkitkan Sural Per bnﬂtaﬂuﬂklﬁmﬁhan Pemllix Kendzraan Bammolor
I:SuperI{FKE}

(2) Pembertahuan Kewajlban Pemilix Kendaraan Bermolor (KPKB) sehagamalm
timaksud pada ayat (1), dalam EEntul-: surat dan/afau elektronik
Pagal 12
(1) Eelep waji PKB mengls! SPPID alew hanluk lain yang dipatsamakan;

(3) SPFKB sebagaimena dimaksud pada ayat (1) harus disl dengan jslas, banar den

lengkep serta ditandalonganl nruh Wu}ih T-‘:t]ﬂb:; orang yang Qloen kuasa clehnya atau
ahil waris,
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(%) SPPKE sebagaimana dimaksyd pada ayal (2) wajib disampakan paling lainbat’s
a, Untuk kendaraan bary 30 {t[q"a puluh) had sﬁiak saal ﬁuptLrn{uJ»mn:
b, Untuk kendaraan buken bary samnal dengan tanggal berakhim

C. Uniuk kendaraan bermotor mutasi 20 (tga pulub) hari
Ketarangan Fiskal'Kwilansl/Sural Keterangan MuT;sl d}a.-i Kep

(4) Selicp wajly -pajak yang I=rlambal menyampaikan SPEKR
pada ayal (3) kocual hurgf

¥a masa pajak;

sejak langgal Surat
olisian,

tebagaimana dimaksud
) dikenakan sanksl administras| sebzgei barrut :

2. Unle kendaraan roda 2 \dva) sebesar Rp, 50.000.- (lima puiuh risu nupizh),
b. Untuk kendaraan roda 4 \empal) sebesar Rp. 200.007.- \Dua ratus riu rupiah);

(%] Apebila lerjad perubaban atas Kendaraan bemotor defam mosa pajak, baik parubahan

Ei-"—'f'ffa fungsl maupun penggantian masin, wafib melzporkan dengen mannaunakan

Pasal 13 -

(1) Berdaserkan SPPKA sebagaimana dimaksud dalam Passl 12 ayat (1) ditstzpkan PK3
dengan menerbitkan SKPD atau dokumen laln yeng dipersamaken,

(2) PKB terutang sefak diarbitkannya SKPD,
Pasal 14

Wajib Pajak yang mangajukan permohenan mutas] Kendaraan Bermotor, dipersyaratian
melengiept bukli pelunasan PKB berupa Surat Ketarangan Fiskal,

Pasal 15

#endaraan Bermator Luar Dzerah yang digunakan lebih dari 2 (iaz) bulen secara terus
manerus di Dzerah Wajh melzaarkan kepada Gubemur malzluj Kepala Dinas,

BAB IV .
BEA EALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
| Eagian Kesatu _
hamz, Cblek dan Subjek BENKB
Pasal 16
Dengan nama BENKB, dipunqut pajak atas penyerahan Kendarazn Bermotor
.1_ Pese! 17
" (1) Objsk BBNKE adalsh penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor,

{2]'-- Termasuk dalam pengerfian Kendaraan Bsrmolor sebagaimana dimeksud pada ayat
| (1] edeieh kendaraan bermolor beroda beserta gandengannya, yeng dioperasikan di
semua Jenis [alan darat den kendaraan bermoler yang dioperasikan di air dengan
Ukuran st kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross
Tannaga). i J
(3) Termesuk panyzrahan kepemiliken Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayak (1), 2daiah pemastken Kendaraan Betmolor dan luer nageri untuk cinakal secara
tetep di Daarsh, kecuall : _
a. Untuk dipakai sendid oleh crang pribadl yang bersangkutan,
b. Unlukdiperdanangkan, . .
¢, Uniuk Cikeluarion kemball darl wilayzh pabean Indonesin.

d. Dlgunakan untuk paméran. penalilan, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf
internasional,
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(4 Pengecualian sebagalmana dimaksud pada ayat (3] huru! ¢

selama ‘3 (tigo) tahun barturul-tuns lidek diku!uurkan anhul'tﬂdﬂk beriaky apabile.

[nd-:rnusia dorl wllaysh patiean

| Phssl 18
(1) Dlkecunlkart dord pon
Pasal 10 ayal (1) adolah

- 8, Kerela apl,

l:,rl:!rl.lvarn Henderaan Betmolor: nbualmunn dimeksud dalam

b. Kendaran Bermalor yang semala-mata di nakan ‘lintu;t K ‘ -p:mhan
dan keamanan negara; dan ' . e-penum "

¢, Kendaraan Bormelor yang dlmllﬂti dan/atay dfrkuasal kecutean, konsulat,
porwaklian negara asing dengan asas timbal balk dan Icmhaga-lnmha:a
internasional yang memperoleh fasifitas pembebasan pajak dard Pemerinttah.

(2) Penguasaan Kendaraan Betmolor melebinl 12 (dua belas) bulen dapat manggap i
sebagai penyerahan,

(3] Penguasaan Kendarasn Bermolor./sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fidzk
termasuk panguasazn Hmdaraanﬂmlnr karena perjanjian ce'wa beli, - '
Pasal19

i) Subra'r: CENAS atlalah orang pn’l:edi alau Badan yang dapat menerima penyerzhan
H:enﬂaman Bermalor,

e

(<} Walb BEN“3 adaleh Oreng F"nhm:ﬁ alay Elndan yeng mengrima penyerahan
Kendaraen Eanmatar,

. Baglan Kedua
Daiar Pengenaan EEHHE Tarif dan Cara Pnnghﬂungan BBNKB
Pasal 20 |
Dasar pengenaan BENKD adalah NJKB seba;caimaha dimaksud pada Pasal 6,
Pasal 21

(1) Tai BBNKS diekapkan masing-masing sebagel berikut

a, Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepulih persen); dan
b. Penyarahan kedua dan setumwya sebasar 1 % (salu persen).

"-(2} Whusug unlek kendarsan Barmotor zlatalat berst dan: alal-alat besar yang tidak

menggunavan jalan umum ladl Bea Ballk Nama ditetapkan masing-masing sebagzl
berikut !

a. Penyerahan pertama sebesar [};55 % (nol koma lima persen); dan-

| b. Penyershan kedua dan selerusnya sebesar EI 076 % (ncl koma nol tujuh puluh ima
p,m"n" e &

Pasal 22

]

- Beseran pokok BENKB yeng terulang dihitung dengan cara merauallknn tarif mmm .

¢imaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/ alau ayat (2) dangan dasar penganaan pz]ak

dimaksud dalam dalam Pasal 19,

Bagian Ketiga
Surat Pemberitahuan dan Ketetzpan
Fasal 23

(1) Setiap Wajib BENKB, wajib m&ndsﬂa:‘lmn penyerahan i{endaraan Bamator dalam

jangka wakiy paling lambat 30 lﬁga puluh) hari sejak saet panymlmn dengan
mangguneszn SPPRB. .
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() Orang pribad atay Badan yang menyerahkan Kendar —_—
kapada Gub ' aan Bermolur wajib melaparkan
]:E;}.'grahmiamur alau Kepalo Dinas delam JHT:‘E"E& hlflkh.rﬂﬂ' (g0 pulsh) har 5ok

Fasal 24

(1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal Zﬂ.idil-a!ap'r{an BENKB

dengan menetbitkan SKPD alau dekumen laln yang dipersemakan

(2) Pajok tarutang Enbul sefns diltxannya SKFD.

() Seliop wa'd paa® terlambal mendoaftark
© administrasi sebagal berikut |

a. Untuk kendaraan roda 2 (dya):

1, Tehun pembuatan 2005 keatas sebesar Rp: 150.000,- (seratus lima puluh iy

on kendaraan bermolor divenakan sankei

Nplﬂh:l. areif ) .« F
7 Tzl'[ur_u pembualan 2005 kebawah sebesar Ep, 78.000, (tujuh puluh lima ribu
rupiahj. b

b, Untuk kendaraan roda 4 (empal); .
~ 1, Tahun pembuatan 2005 heatss sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh by

upieh); 200t ) -
Z. Tehun pembuatan 2003 hebaweh sebesar Rp: 200,000, (dua retus ribu rupiah)
Pasal 25 '

(1) Sefiap Kendaraan bermoter yang mengalami perubehan b;ntukldmfatau pengganti -
mesin wejb melaporkan engan mengisi SPPKB paling lambat 20 (tiga pulih) hard .
. sejok perubshan bentuk deniatay pengoantian mesin selesai dilaksanakan,

(2) Perubzhan beniuk danfatau penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
exan diperhitungkan pada caal’ BENKE dan PKB di_ajukan.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Eaglan Kosaty' .
Nama, Objek dan Euh]éh Pajak
Pasal 25

. Dengan nama PEE-HS ¢i pungut pajek alas bahan beker kendaraen Bermetar Yeng
diseciakan atau cianggap digunakan uniuk kendaraan bermolor, fermasuk bahan bakar .
YENng ﬂ]gl.llll‘lﬂl"nﬂl'l untuk kendarzandiar, | °

. Pasal?] _
Objek PBE-KB adaleh bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunaken untuk
Kendaraan Bermotor, tsrmasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendarazn di zir,

Pasal 28
‘(1) Subjek PB3-KB ecalzh konsumen Bahan Bakar Kendataan Barmotor.

(2) Wajb PBB-KB adsieh oreng, pribadi alay Badan.yang menggunaken Bahan Bakar
lendaraan Bermolar, . !

' (3) Pemungulan PE3.KB iziukan olsh panyedia Batian Bakar Kendaraan Bérmatar,

(4) " Penyedia Behan Bakar Kendarazn Sermotor sebagaimana dimeksud pada ayat (3)
adaleh Produsen dan/alau Importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk
dijual maupun untur. digunakan sendlrl, o '

. - [

Y
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Baglan Kedua | A

Dasar Pengenaan, Tarlf Pajak dan Cara Penghltungan -

Dasar pengenaan FEB-KB adalai Nilal Jual Bahan Ed;nr Kendarazn Bermots
dikenakan Pajak Pertambahan Nilal, ; r sebelum

Pasal 30
(1) Tarl PBB-KB ditotapken sebesar 6 % (lima persen).

(2) Dalem hal lerfodi perubshen “larl yang diigkuken, Pemedntah, meka tari
sebagaimana dimarsud paca ayel (1) menyesuzikan cengan t2idf ydng ‘telzh
ditatapkan elch Pameriniah - ; ¥ '

Pasal 31,

Besaran pokok PBE-KB yang {enstang dihitung dengan cara ﬁmnga’ﬁhkan taf pajak -
sobeneimans dimakoud dalom Pesal 30 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak
sehapzimana dimaksud dalam Pasal 28, : ! |

Bagian Ketiga
Masa Fﬂlﬂk.d'ﬂn Pajak Terutang
Ili'usai - D g
Masa PE3-KB adcleh jengka waklu ra}jg !aman-ya s'grna dangafj (1) bulan kalender.
Pesaldd - .

PBE-KB tenuteng pada saat peyedia bahan bakar, Kendaraan E!ermntnf menyerahkan

bahen baker kendsraen bermetor kepada lembaga penyalur dan/atay konsumen
|anasung bahan bakar, 2 "

| i
. b
Bagian Kesmpat

Famungui:'un} Panyatoran dan Pelaporan Surat Pemhaﬁtdhﬁan
| Pasal34 |
(1) Penyedia behan baxar Kandaraan Bermolor wgb mengisi dan menyampaikan
SPTRD selizp bilan kepada Gubernur ateu Kepala Dines paling lambat tanggal &
(lime) bulzn barkutnya atas penjuatan BBM dan dilampin retapilulasi |

2) SPTFD sehaéeimana: dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penpaian Eﬂlan -
Bakar, jumiah P35-KB yang telah disetor, temhasuk koreksi 2t2 data laporan bulan
| sebelumnya diserial dengan data pendukung lainnya, '

(3) Penyodia Banen Bakar, walh manyampalken Sht susysk PBS-IC Kopads GubsmU!
gtau Kepala Dinas, ! : '

Baglan Kelima
Pembayaran
‘Pasal 35

] B y
(1) Penyeda behan Bakar berkewdjiban mencantumian besaran PBE-K3B pada delivery
erder (DQ). A0

(2) Penydia bzhan bakar hemaa-.lrl_aﬁbm_mm‘n memisahkan besran PBE-KB pada saat
pemyeyaran ¢l Bank Persepsly -

(3) Penyedia Behen Bakar barkewajiban untuk menyetor PEB-KE yang tenutang pada
 Kas Umum Deeren melalul Bank Persepsi atau tempal lain yang ditunju dengan
menggunakan SSPD atau yang dipersamakan. - :
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| Bagian Koanam  §
Pangawasan dan Pongendallan - a3 |
Pasal 36 : X

'l'.:uben it .elf'-w:,| an mengadakan pengawasan penggunaan B

- CEPQ, Elasivn Fengisian Bahan Bakar untuk Urum (S F‘E?J] Swuﬁlﬁ:nglﬂan Bahzn
Bzkar unluk TNYPOLRI, Agen Premium dan Minyak solar (APMS), Premium :darFa:k;d'

Dealer (PSFD), Slusiun Pengislan Bahan Bakar Bunker (SPBB), Staslun Pengisian

Bahan Bakar Gas (SPEG), yang akan menjual BBM pada semua seklor .
* gkonomi yang berada di darat dan di air, | e

EBE:EII Fnda

-

BAB VI ~
PAJAKAIRPERMUKARN
Bagian Kesatu :
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 37

Dengan nama PAP, setiap pengambilan dan/atay pemanlaata-rmr permukmn di daerah
ﬂim'xsdt pajek. |
Pasal 38

['.I:} Objsk PAR adalah rengambilan danfalsu pamanfaatan AFr Pennukaan
{1‘ Cikscueliton dari objck PAP adalah :

B, Pengamblizn ¢on/ateu pemanfaatan Alr Permukazan mmu umm:m dasar rumr.h
tangga, penpairan pentanian dan perikenan rakyat, dan .

b Pengambilan dan/atay pemanfaatan Alr Permukazn untuk keperluan perkebynan
rakyzl, can kehutanan rekyat dengen tatza me n*per"talikan kahaiaﬁ.an lingkungan.

Pasal 39

[‘l] Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yeng ma!aimkan pﬂﬂgambian dan/atay
pemanfaaten Alr permukaan,

{2} Wajlb PAP adalah-orang pribadi alau Badan yang malaknlm p&ngamhﬂan dan/atou

 pemanfaatan Alr permukaan,
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara F:rnghltungnn Pajak
Pasal 40 \

[1] Dﬂ.aﬁmgenaﬂﬂ PAP &ﬂﬂ!ﬂh Nilei Perolehen ﬁur Parmukaan,

tE} Nital Posoleban Alr Permukaan sebagaimana ri"*ml:sud pada ayal [1] dinyatsican

dolam ruplah yang n:l‘."ﬂ’runn dlnnln mumplri-r“bun::hun ln’alghn l.til'u seluruh faktor
. faktor barlkut

8. Jenls sumber air; ]

b. Lokasieubergin 2 ;

¢. Tujuzn rﬂfgmhﬂan danatau pemantaztan gl
d: Volume airya fig ciambil den/atau dimanfoalan;
e o
(
g

. Huslitas air;

. Luas araal tempat pangamhllan dan/atau perrmlaalmar )

. Tingkal kerusakan ingkungan. yang dlakibalkan ﬂhh pungmbﬂan dan.a’atm.l
pﬂmunl‘unmn alrjdan :

h, Nial exonamis alr,
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) Bosamya Nilai Perclehan f;'«.lr Permukoa My
¢ dlolapkan dengan Peratuon Gubamur, o mene dmaksud pata ayat (1)
. Pasal 41 g N
Volumo pengambllon den/slau pemanfaaty ‘ o
) dan/atau el ukur lalnnya, b . ." i HMM' divkur dengan meter alr
(8) Mater el danidlou slol ukur falnnya ‘cebageimana dimekeud pede ovat (41
 dipasang pada soliap tempat pangembiian dan pemantaatan !-I.le-, IIkHrn. (1) vejib

(3) Meter air danjatau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
disediakan oleh Pematinizh dan/atau pinak k&ﬁﬂadanlahulw_ﬂjlbp;:;; TR (2) oo

.
(4 Pencatatan voluma pengambilan Alr Permukaan dilskuken setiap bulan cleh Dinas
" Pendapaten dan 2tou Wajb Pk | Pt

Pasal 42
Tal Pajak dilelapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasald3 -
Boenran pokok Pajok yang leruteng dibflung dengan I:am mangaiian &l .

sgbz@imana timaksud peda Pasel 42 dengen dasar pengenaan pajzk sebegaimana
dimaksud calam Pasal 40. .

Saglan Ketlga .
Miasa Pajak, Surat Pamberltahuan Pajak Daerah,
Ketetzpan Pejak dan Suat Pajok Terhutang

Pasal 44
Masa PAP adalzh Jangka wekiu (1) bulgn kalender,
SR Pasal 45
(1) Setizp Wejb Pajek mengisi SPPAP seliap bulan,

12) SPPAP sebagaimana dimakeud pada ayal (1) harus diisi cengan jelas, banar dan
- lengkep serta ditandalangeni tleh Vaib Pejek atau kuasanya.

(3) SPPAP sebagcimana dimaksud pada ayal (1). harus disampzikan kepada Dinas
Pendapatan selambal-lambataya 7{lujuh) hati selelah berakhimya masa Pajak.
Pasalds ' |

(1) Berdasarkan SPPAP sebageimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan
g besamys Pajak. A | '_ .
(2) Pajak Terulang Simbul sejek dilerbilkan SKPD., it
. (3) SKFD lq:ungulmunl cimakaud pada oyat (2) cllerbitken selambatiambatnya tonggal:
10 pada bulan berikutnya, - : |
_ BABVI
PAJAK ROKOK
Baglan Kesaty ; |
Nama, Objak dan Subjek Pajak
: Pasald7 -
. Dengan nama Pajak Rokek dipungut pajak atas konsumsi rokok.
Pasaldd
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, | .
{2) Rokok sabagaimana dimakeud pada zyat (1) melipul slgaret, coruly, dan rokck daun.
(3) Dikocusikan dari Objok Pajek Rokok sobagaimana dimaksud pada syat i1) edalah

relezk yang tieak cleonal ezl berdasarkan peraluran perundang-undangan di bldang
curdl, :

-
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Pasa| 49’

(1) Subjak Pejak Rokok adalah konsumen rokok,

(2) Wejib Pajok Rokok odalah Pengusahia pabrik rokoksredusan dan Importi
mamilikl Izin barupa Nomor Pokek Pengusaha Barang Kena Cukai. FRAERRIRG

(3) W:i]ih Punglt Pejak Rokok adalah Inslansl Pemerintah yang bervienang memungul
cukal borsamaan dengan pemungulan cukal rokek,

[4) Palak Rekok yang dipungul oleh Instans| Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayal {3) disetor kerekening kas umum dasrah. secara proporsional berdasarkan jumish
nenduduk, F S

(5) Tota cara pemungutan dan penyeloran Pajak Rﬁhuk bemetoman pada Peraluran
Menteri Keuangan. | '

_ Baglan Kedun ;
Dasar Pengenaan, Tarll Pajak dan Perhitungan

Pasal 60

Dasar pengenaan Pajak Rekok adalzh cukel yang diletapkan oleh Pemerintah terhadap
. Tokok, v : :

Pase! 51 :
Tarl Pajak Rokok diatapkan sebesar 10% (sepuluh perser) dar cukal rokok:
Paself2 '

Besaran pﬁhuk Pajak Rokok yang lerulang dibitung dengan cara mengalizn tarf pajak
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 67 dengen dasar pengenaan pajak sebegaimena
dimesud dalam Pasal 50.
| BAS VIl J
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesaty -
Tata Cara'Pemungutan Pajak
» g - Passlfd
1) Pemunpgutan pajak dilareng £baraRgREN, S
(2) Proses pemungutan Pejek sebeghan dapal dikerjasamakan cergan Pemerintah
Kabupatan/Kota. | . .
(3) Savzp Wajb Pejas Wain mEmbayar pajak yang lemutang berdesziien SKPD atdl
dibayar sendiri ciah Viejib Paja atau Wefib Pungut ‘ :
(4) Wajb Pajax yang memenuhl kewalhan perpajakan berdasarkan penetzpan Gubemur
¢ihayar dengan menggunakan SKPD ey dokumen lain yang dipersamakan.
(5) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD melipull PKB, BEN:KB, dan Pajak Air
© Permpkean. ;

(6) Walib Pejak yang memenul ¥ewslban pempajakan sendld dibeyer dengan
. menggunakan SFTPO, SKPOKS, dan/atou SKPOKBT,

(1) Jenls pajok yang dibayar eandid ¢leh Wasfih Pajak adalah FBEKE. dan Pajak Rokak.
\ Fasal 54 |
(1) Dalam jangka waklu § (iima) tanun sesudah sazl lerutangnya pajak, Gubemur dapat
menerbitkan |
a. SKPDKA dalam hal: ]
1) Jika berdasarkan hasl pemarikshan aleu katarangan lain pajak yang lerutang
tidak alau kurang dibayar, y

2) Jika SPTFD Uidak disampalken kepada Gubemur dalam Jungka waklu tertenty
dan setelsh ditegur secar lertulis Udak disampalkan pada wakiunya
sebagaimana ditentukan dalam surat leguran, dan {

3),Jika kewaliban mengisi SPTPD Idak dipenuhl, pejek yang terutang dihitung
secafa jebatan: 5 ‘
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' - b, SKFOKST [k diemukan data bary canatay dala yang gemula belum terungkap
. yeng man}rr.bnhhn penambehen Jumieh pejek yeng lerilang. . 9

© o SKPDN Jika jumlzh pajek yang lerutang sema besamya dengan jumiah kredit pajak
. gioy pejak ddak terutang dan tidak oda kredit palak,

() Jumiah keiirangen pejak yeng larutang dalam SKPDKBT sebagalmana dimeksud
naie ayat (1) hunet @ anpka 1 dan angka 2 dikenekansanksl administralif berupa
bunca sabesar 23 (Cua parsan) sebulon divitung dar pajak ‘yang kurang atau
roranibat dibayar untuk jongka woklu paling lama 24 (duii pulub empat) bulan dihitung
stjok sastlenstangnya pajak. K

@) Jumizh kekurangan pajak yend lerulang dulam SKPDKBT sebagaimana dimaksud

. -pada ayat (1) hurut b dikenakan senvsl administralif berupa kenaikan sebeser 100%
" (saratas perean) dar jumleh kekurangin pajek lersebut. - .

) Kenclion sctagaimana imakeud pada aval (3) telak dikenakan jika Wajlb Pajak

lzsassen s2ndid sebelum clakukan tndakon pemeriksasn, Tk

5) Jumizh pajak yang lerutang celam SKPUKB sabageimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a anoka 3 ikenaken sanksi dministralil berupa kenalkan sebesar 25 % (dua
ouluh Ima persen) darl pokok pajek ditambzh sanksl administratif berupa bunga
gabasar 2 % (dua persen) sebulan difitung dar pajsk yang kurang atau lerdambat -
diseyar uniuk jangka weklu naling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sefek
s3at terutangnya pejak. . |

Baglan Kedua
Surat Taglhan Pajak

_ Paszl 55 :
) CGubemur eleu Kepala Dins depat menerbizan STPD ik
2, Paies Calem tohun besialan lidah elau kureng dibayer,
b, Dzd hesd penstiian STPD lerdapat kekurangan pembayaran sebagei akibal szleh
tuis denfatzu seleh hitung; dan '
¢, Waib Pajok dikenckan sanksl administralf benupa bunga dan/alau denda. |
(2) fjumleh kekurengan pejek yang fenang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

avet (1) hurul a dan hure! b ciembeh dengan senksi administralif berupa bunga
eshgszr 2 % (dua persen; seiiap buln uniuk paling lama 15 (ima belas) bulan sejak
saal lenutangnya pejak, : . _

(3] SKPD yang tdak atau kurang dibayar satelah jaluh tempo pembayarsn dikenskan
sanks adminisiratif berupa bunge sebesar 2% (dua persen) sebulan. dan ditagih
me!alul STFD. : § "4

Baglan Kellga ¢
Tata Cara Pembaoyaran :

Pasal 56 : e

(1) PKS dan BENKE herus dihayaé sekaligus dlmuf:a unfuk Masa Pajak 12 (dua belas)
tuhn‘ . B

(7) PKB dan BBNKB has dibayar peda seal di'tnﬁllkanri-,m SKPD, selambat-lambatnya
30 ({ina puluh) hari zejak ditertitcannya SKFD.

(3) F32-KE harus ébayar pada sazt panyaranan bahan bekar,

(4) Walb Pungul wejib membayekan PEBKB, sefiap (anggal 15 (ima Dbelas) hulan
- benrutiyz, - :

1) PAP hans oy seanbakankiinga 1 (Ima beles) har sefek dilortitannya
uI{?D. g L '

(8} Pengaluran lchih fenjut menganai tala cara pambayaran dialur dengan Peraluran

Gubemur,
Baglan Koermpat
Ponaglhan 4 .
; NI F!“!ﬂ '_ :
(1) 20 (iga pulut) he setalah SKPD Clorbitken pajek yang, teruteng teak otau kuren
_ (iboyor ditagih dengan ETFD.' Pi‘l TH'II 8 , g
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(Z) 14 [ompat belas) har sotalah STFD iterbltken Surat Peringaten perlama, =~

{3) i‘t d{duu E,E':”h satu) hatl se'atoh Sural Peringatan perfama diterbilkan Sural Peringatan - ™,
adua - | |

() Palak yang lerulang pordnsatkan SKPU, SKPODHKE, 15EFDKET. STED, Sural
etuean Pt-li‘!!}ﬁ'puh‘.ﬂ. Sural ifupulumn Keboraten, dan Putusen Bardlng yang tidk
=12 arang ditayor oleh Wejh Pojak pada waklunya, depal ditagh dengan Surat
Paka, = =2 '

5) Pencglan pajak dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan peraluren
perundang-undangan, . h ;

Pasal 58

ok, i dan kuzitas SPTPD, SKFD, SKPDKB, SKPDKET, SKPOLB.STPD, Surdt
Foringatan dan/alau yang dipersamadan dilalapkan dengan Peraturan Gutemur,

Baglan Kellma
\Wilayah Pemungutan
Pasal &3
S3ick Dasreh dipungut diwilzyoh Dzerch, kecuali Pajsk Rokek,
Eagian Keenam - '
Kaberatan dan Banding
. PasalB0 |
(1) Waib Pajak dapal mengaiuken keberatan kzpada Gubemur Biay Kegela Dinas 2ies
suzhy: :
c.- SPPT. |
d. SKPD;
" e, SKPOKE . 3
{, SKPDKET, I
g SKPOLE, e
h, SKPON, dan

i Pemolongan atay pemunguian oleh pihak keliga berdasarkan ketentuan
Ferﬁm:an nerundang-undangan perpajakan daerah,

12) Parmohonsh keberalan cobaqzimana dimaksud pada ayat (1) disivkan secara lertulis
delam banges Indennsia dangzn diserlal alasan-glzsan yang jgles peling lama 3 (tiga)
pulan selav tang3sl SAPD, wal STPD yany tlerima Wejb PEiEh, KeTudi dpadila
hvaji peiak dapal menunjukian bahwa jangka wakhy itu fidak capat clpenuhi karena
keataan Zluar katuesaaniya. i '

3] Kebaratan dapat digjusan apabila Wajib Pejak leleh memboyer neling sediit 50%
(ima puluh persen) :Em_pzjak yanj lerutang.

(4) Keberatan yang tdax memenuhi persyzratan sebagaimana dimckeud ayst (3] tidak di
anggap sehagal surat heberstan sehingga tidak dipettimbangkan,
'(5) Tanda penerifmean sural keberatan yang diberikan oleh Gubemur atau Kepala Dinas
" atay tanda pengiiman sural keberatan melalul sural pos tercatat sebagal tanda bukf
penerimaan sural keberaten. 5
Pessl 61

(1) Gubemur atoy kepela Dinas dalam |angka wakiu paling lama 12 {cua belas) bulan-
gojuk tanggal surat vobaratan ditarima, harus mambor keputusan atas keberalan yang '
¢izjukan, ' '

(2) Kspuluzen Cubornur ateu Kepala Dinas atas keberslon dapal'berupa mensiima
ealiruhnyo, cebaglan, merelh stau menambah, besamya pajak yang lentiang.
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{3} Apadila jangka waklu sebagalmana dimaksud
olau Kepala Dinas tdak memberlkan sualy
tersebut dianggap dikabulkan,

Pasal 62

(1) Wajib Pajak dapat mengejukon permohonan handhg hanya kepada F’engaﬂ"lan Pajak
\ethadap keputusan mengenal kabemtannfa ?ang dilatapkan oleh Gubamur atau.
. Kepala Dinas,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lentulls dalam

bahasa Indonesis, dengan alasan yang jelas, dalam jangka wakiu 3 (figa) bulan sejak
: kepulusa': diterima, dan dilampii salinan dan Kepulusan keberatan larsebut,

{51 Penozjuan permahonan banding rnennngguhkan kowajiban membayar palay sampal
. dengani {satu) bulan sejok langgal penerhilan Fu:usan E-arlﬁng

Pasal 63 i ‘r

(1) ﬁ.pahqla pengajuan I-:ebﬁralan atau Fﬂnnnhunnn banding dlkﬂ!:lulkan sehaghn atau
selurchnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalkan dengan ditambah Imbalan
bunga sebesar 25, [¢ua parsen) sabulan, unluk jangka waktu Lpaifng Ia:m 24 (dua
puih empat) bulan,

poda ayat (1) tefah levat dan Gubermnuyr
kapulus_an.'hhum yang diajukan

(2} Imbalan bunga sebacaimana dlrna.ﬁud pada ayal (1) dihi h“lung sejax bulzn pelunasen
sampal dengan dliarbitkannya SKPOLB,

(3) Dalam hal ksberatan Wajib Pajsk dilclak atzls dikabilkan sebagian, Wajib Pajak
dikenal sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dafi jumiah pajak

berdzsarkan kepulusan keberatan dikurangl dengan pajak yang 1afah dibayar sebelum
manr*am'lf.an kebaralan.

. (4) Dalam hal Waib Pajzk mengajuken parmohonan banding, sanks! aﬂnmsimhf berupa

denda sebesar 50% (Ima puluh pergen) ssbagaimana dimaksud pﬁda ayat (3) tidak
d"[-:enakan

{5) Dalam hal permohanan banding citolak atau dﬁmhui‘nan sebagian; Wajib Pajak dikenal
sznksl administralif berupa denda eebeszr 100% (seratus parsen) den jumizh pajek

bardasarkan Putusan Bancdlng ciurenzl dengan pambaﬁ:m pajek yang !elzh dibayar
sebelum mengajuken Ez:er:m

Bagian Kelujuh . Tk

Pembetulan, pembatalan, F':'ngu rangan Ketetapan,
dan Panghapusan atau Pengurangan Sanksl administratif

|- Pesal 84 ==
(1) Alas permohonan Wefib Pajak aleu karsna jabatennya, Gubemur steu Kepala Dinas
~ dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPOKBT atau STPD, SKFON atau

SKPDLB yang czlem penerbllannya lardapal kesalzhan tulls dan/atau kaesaiahan
" hilung dan/atau kekelinian penerapan kelentuan tertmm dalam peraluran ﬂen.tndang-

'uridangan parpajakan daerah,
(2) Gubemur atau Kepala Dinas Harena].ahmm dapal:

e Mengurangkan atzu mepghepuskan sanks| udmnﬁstral berupa bungz, denda dan
kengikan pajak yang lerulang menurul peraluran perundang-undangan pe rpejakan -

daerah, dalzm he! sanks tersebul dikenakan Hmmh kekhilafan Wajib Pa]ak atay
bukan karena kesalahannya,

b, Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, EﬂPDHE SKFFOKET atau STPD,
SKFON atau SKPOLE. :

¢. Membataltan hesil pemenksaan alau ketatapan Pajalr: yang dilzksanakan atau
ditarcitken fidak sesuzi dengan lala odra yang ditentukan,
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d, Mengurangkan kelelapan Pajal: tutui;éng berdasarkan perimbangan kema
membayar Wajlb Pajak alau kondis! lertonty Ohjak'F'aﬁrL.p . : g

(3) Tala cars pembatatalan alay pengurangan Keletapan Pejak dan penquraniaan atay
pengnepusan sanksl administas| tebagaimana dimaksud patia- ayat (2) iintglur pieh
Peraluran Gubemur, ' ¥ '

Baglan Kedalapyn
Keringanan dan Insentif Pajak -
Pasal 65

(1) Gubemurdzpat membarikan kerivganan, pembebasan dan insentil Pajak.
(2) Tata cere pamberizn I-:éri,_':gzm-:n, pembedasen dan Insentif pajek sebagaimana
Cimaksud pada ayz! (1) dislankan Lengan Peraluran Gubemur, ~

.BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 6

(1) Wajb Pajek dapat mengajuken parmechonan pengembalian kelebihan pembayaran
kepada Gubemur ztay Kepala Dinzs, -

\) “ Gubemur atay Kepala Dinzs dalam jangkn wakly paling lama 12 (dua belas) h:ﬂﬁn
sejck diterimanya permohonan  pangembalian ¢ keloblhan pembayaran pajok

~ sabagelmana dlmnk;uu pada eyel (1) harus mamberikan kepuldsan,
(3) Apsbila janaiks wakiy s2tagalmana dimaksud pada ayat (2) dilampaul, Gubemur atay

Kepala Dinas tidak memberkan Yeputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaren pejak clanggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam wakiu
paling lama 1 (satu) bulan. .

(¥) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakly paling lama 2
* (Cua) bulan sajak diterbitkannya SKFOLB, '

(¥] ~pabila pencembelien keleblhan pambayeran pajak dilakukan selelah lewal 2 (dua)
' bulan seiak ditertiteannys S4PCLB, Gubemur atay Kepala Dinas memberikan
Imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sobulan atas kelerlambatan pembayaran
kelebihan pajar, dinitung dan saal bedakunya batas wakiy sebagaimana dimaksud '
ayat (4) sampal dengan saat dilakutan pembayaran kelebihan,

(5) Eagian dan bulan dihitung satu bulan penuh,

(7} Ketentuan Isbih lanjul mengenal pengembalian kuléhihan pem3ayaran pajak dietur
dengan Fera:umn Gubearnir. : '

| BAB X
| KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pzssl 6T

(1) Ha ik melakuban penagilan Pajek mu!i]adi kedaluwarsa setelah melampoul

. P
wiaiy 5 (lima) ta5un lerhilung sejak saat erulangnya-Pajak, kecuzll 2pablla wajib
pajak melakukan tindak pidena di bidang pajak doerah, aaec

(2) Hedaluwarsa penagihan Pajak snbaga_imana dimaksud pada ayat (1) lertangguh

egablla; [
b, ditarbitken Suret Tequran denfalau Surat Pakua; otay

b. ada pengakuan utang pejak dad Wafb Pajek, bak langsung maupun fidak
langsung. i

(8) Delam hal dlertiian Surat Tequran den Suat Paka sebageimana dimaksud pada

myat (2) hunuf 2, kadaluwarsa pennglhen dibituny sejak tangoal penyampatan ‘Surat
Pakaa tersebul. Z
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(4) Pengalian utang Fajax secara langsung suhngaima'na dimaksud pada ayat (2) hund

b acalah Walb Pajek dengan kesadorann "
Fajak dan belum ma'unasinya kepada M&wuflﬁ“ mesih mempunyal utang

(5) Pengakuan uteng secars tidak langsung uﬁugatmunu' dlmn!mjd pnﬂ';a el (2) hunaf b
dapat dikstahul darl pengajuan permohonan angsuren atau el bayare
dan permotianan kaberatan cleh Wajib Pajak, ﬂﬂﬂ ' patanl o 4

Pasal 68 i .

(1) Piuteng Pajak yang lidak mungkin ditagih lagl karena hak unfuk mélaiukan penaéihan
sudah kedaluwarsa dapal di hapuskan. . it

© (2) Gubemur menelapkan Kepulusan Penghapusan .Fh.llang' Pajax yang sudah
vedaluwarsa sebagimana dimaksud pada ayat (1) _

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Fer;mmneuhﬂmur. JF I . |

BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pstlf . . | ~
(1) Cinas yong melaksanakan penungulun pajak caerah dapal dtarikan insent! atas\\'

dasar pencapalan kinefa tortenly sabessr 3% (liga persen) car rea szsl panerimaan
(2] Pemberian inseniif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetagkan me!ziul Anggaran
" Pendapatan dan Beanja Daerah. :

(3) Tata cara pemberian dan pamanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraluran Gubemur sesual peraturan perundang-undangan.

BAB X
BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK
o Pasal TO - '
(1) Hasl Penarimaan PKB dan BENKD diserehkan kepada Pemerintzh Kabupaten dan
" Pemerintah Kota ssheser 20% (tiga puluh persen), ' ,
(2) Pembagien sebzggimena dimaksud pada ayal {1) dibagi'sebesar 30% (tga puluh

persen) berdasarkan pemeralzan dJan sebesar T0% (tujuh puluh persen) berdasarkan
. potensl, !

| Pasal 71 - &5 .

() Hasl Penermaan FEEKRD d'ssrahiian kepada Pemerinteh Krbupaton dan Pemerinteh
Kota seaesar 703 {ujuh pulul paren). | :

(2)1 Pembagian sebagaimana gimaksud pada ayat (1) dhbagl sebesar 30% (iga pulun -
persen) berdasarkan pemeralzan dan sebesar 70% (fujuh puluh persen) berdasarkan
potensi. ' -

Fasal 72 | ty
* (1) Hasll Penerimaan PAP disarzhkin kepeda Pemerintah Kebupaten dan Pemeriniah
" Kota sebasar 50% (ima puluh parsen). - o
" (2) Khusus uniuk penermaan PAP dari sumber glr yang berada hanya pada 3 (satu)
wilayah KzbupateniKola, hasilipenerimaan PAP dimaksud diserahkan pada
Kabupalen/€ota yang bersangkulan sebesar 80%.(dslapan puluh persen).
 [3) Pembagian sebojaimana dimaksud ﬁada ayal (1) dibagi sebesal 30% (iga plun

- person) berdasaran nemeralean dan sebasar 70% (lwjuh puivh persen) bardasarkan

potensi, .
Pasul 73 ;

(1) Hesll panerimacn Fa}ait'ﬁahuk d!,ur&hun ada Femedntah Kabupalen .dan
Pemenintch Kota sebosar 70% ;’;uluh puluh parsen), i

-
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;‘Ej' Pembaglan penerimazn sebageimana dimaksyd. E!D?—'-FE' s
berdasarkan jumish penduduk m%mh‘:unftmm- il e

Passl 74 Pencratss, .

(1) Hoel ponanmaan PRE palng sedikit 105 (sepuluh persen) termasuk .
divaghesizan kepeda Habupaten/cta, dialokasikan unluﬁ:ﬁh}angunm da}f;"aﬂ
;;:m_ﬁlmtann}alun serla peningkalan moda dan transportas! umum.

(2) Pencrimaan Pajak Roke, baik baglan proving! mm.-updn bagian' kabupalen/vola -
wa'skaskan paing sedikh 50 % (ima puluh parsen) ‘unluk mencanal palayanan
kosshatzn masyarstdan renagekan hutun oleh zperat yang berwenang,

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 75

(1) Selizp pejabat diltrang mamberitabukan kepada phak lain segala sesualy yang
Cratahul sleu diberizhuken kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabalan alau
pekerzannya unluk menfalankan ketenluan perauran perundang-undangan
perpajakan daerah. - :

[?) Larangan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap lenaga ahi
© Yang ditunjuk olsh Gubamur untuk membantu dalam pelaksanazn kalzniuzn peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, -

@ Dkocuslikan dar ketanian sebagaimana r.'irria!:ud pada ayal (1) dan ayat (2) 'ada[ah:

8, Pejebal dan tenaga ahli yang bertindak sebagal saksi atau saksi ehil dzlam sidang
pengadilan, ; "

* b, Pojabst dan/ziau tenages ahll yang ditetapkan oleh Gubemur unlubk membarikan
PEizrannad ¥apata pafbdl lemitagz negara atau Instansi pemiarnian yasy
sarrangng melekukian pamenksaen dalam bidang rieuangan dazrah,

(¢) Ynluk kepentingan czerah, Gubamut barvenang member izin tartulis kepada pejabat
sehegaimana dimaksud pada ayet (1) dan tenaga-tenaga ahil sebagzimana dimaksud

pada ayal (2), agar memberidan kelerangan, memperiihatkan bukli terulis dad atau
tentang wajib pajek kepada pihak yang ditunjuk., .

(5) Unluk kepentingan pemerivsazn di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
alas parmintaan havim sesual dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdala, Gubemur dapal memberi izin teriwls kepada pejabat sebagaimana dimaksud
peda ayat (1), dan tenaga &hii sebagalmana dimeksud pada ayal (2) uniuk

memberkan dan memperihatkan bukl tertulis dan keterangan walib pajak yang ada
padonya, . '
.{

(0) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (S) harus menycbuizan nema
e )

tarsancha atau nama lerguget, kelerargen yang diminta, sera kallan antara perkara
pidena atau perdala yang bersangkutan cangan keterangan yang diminta,

BAB XIV S i
PENYIDIKAN '
Pesal 76
(1) Pejebat Pagawsi Neger Sipl tertentu dl lngkungen Pemedntah Dzersh diver

wowenang khusus cebagal Penyidik unluk melakuken penyidikan Undak pidana dl

bidang- perpajakan Dagrah, sebagaimena ‘dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Aeara Pidana, ' ' .

(2) Penyidik sabagaimena ¢imaksud pada ayal [ﬁ adalah beiahal pegavial nagad sipil
tertentu di lingkungan Pamerintah Daerzh yang diangkst oish pejabat yang berwenang

sesual dengan kelsntuan peraturan perundang-undarigan.

Dipindai dengan CamScanner



22

(3) Wewenang Penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a, menerima, mencari, mengumpulen, don menlll) “keleran:
barkensan dengan tindak picana di bidang perpsjakan D‘;arnf:u:l;al.::g::m
*ateu loparon tersobut menjodilebih lengkop dan jelag; o pone
b, menelill, mencar, dan mengumpulkan kelerangan mengena -
- gengl orang pribadi atay
Badan lentang kebenaran perbualan yarig dilekukan sehub \gan i
pidana perpajakan Daeraly; ,sehubungan dengan lindak
¢, meminta kelerangan an bahan bkl darl crang pribadi alau Badan sehubungan
dongan tindak pidana di bidang perpajakan Daeraty; ! -
d. memetkoa bukuy, calatan, dan dokumen lain berkenaan denigan Hndé}: idana ¢
© bidang perpajaken Daerah; g " o _ g
o. melokukan - penggeledahian unluk  mendapatkan bahan  bukd pembukuan,
. pencalatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukl
- darsebu] - B
[ ‘memina banlwan tanaga ahll dalam rangka ﬁnhkﬁanuan lugas penyicikan lindak
nidena ¢l bicang perpajaken Daoreh; y : T
. menyuruh berhent] denlatay melarang seseofang meninggalkan ruangan alu
' tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangeung dan memerfksa Idantitzs
~ orang, henda, dan/atau dokumen yang dibawa; e
h. memstel seseorang.yang berkaltan dengen tindak pidana perpajakan Daerah;
. menangsl orang unluz cldengar keterangannya dan diperikea sebagal lersangka
~ glousaksh ' :
| menghentikan penyidixan; danialay
k. melzkukan findakan lain yang pariu uniuk kelancaran penyidiken tindak pideha di
Widany pefpalakan Doetan gagual dengan ketentuan. persturan perutdang-
undzngan. '

(4} Penyidlk sebagaimana dimaksud peda afa’( (1) memberitahukan  dimulzinya
penyicikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntul Umum melalui
Panyiclk pejabat Polisi Negara Republik indonesla, sesual dengan ketenluan yang

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
KETENTUAN PIDANA
Pesel 77 '

(1). Wajib Pajak yang karena kadlpaannya lidak menyampaikan. SPTPD atau mengisi
genqgan lidak benar atou Ydak langkap 2lau melampirken kelerangzn yang lidak tenar
sehirigga merugikan keuangan Daarah dapat dipldana dengan picana kurungan peling
laraa 1 (satl) tahun aiay pitana gords palRA BanyaR 2 (u3) Ral [URIES pajaR
terutang yang Udak atau kurang dibaye:. . h .

(2) Wcjib Pajak yang dengan gangaa lidak menyampaken SPTPD atau mengisl dengan

' \idek benar atau tdak lengkep atau melampirkan kelerdngan yang fidok benar
sehingga meruglken kauangan Daarah dapal dinidana dengan pidana penjéra pafing
lama. £ (dua) tehun alau pidana denda paling banyak 4 (empat) kall jumiah pajak

 ferutang yeng lidek atau kurang dibayar. :

Fasal 78

‘i'in_dak nidana di bideng perpe;akan Dagrah Udak ditunut sa'qaiah melampaui jangka
wrakty 5 (lima) tahun sefak saal \erutangnya pajak alau berakhimya Masa Pejak atau
berakhimya bagian Tahun Pajzk atau berarhimya Tahun Fajal yang bersangkutan.

Posal 70

(V) Pej2hat alau lenaga ah'l yang ditunjul cieh Gubemur yang karena kealpaznnya tidak

~emenuhi kewaban marehasizkan hal sebageimana dimakeud dalam Paszl 81 ayat

(1) dan ayal (£) dipidana dengzn pidena kurungan paling lama 1 (satu) lahun dan
ridana denda paling banyak Rp, 4.000,000,00 (empat juta ruplah). -
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(2) Pejabal atau tenaga ahli yang ditufjuk oleh Kepala Daersh yang dengan sengaja lidak
memanukl kewnjibannya alau sesecrang yang menyebabkan ‘Udsk dipznuninya
. fawgjban pejebat sebagaimann dimakaud delam Pesal 81 ayal (1) dan ayal (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling.
banyak Rp. 10.000.000,00 {sepuluh jula rupiah). . P2 "

() Penuntutan tethadap lndak pldena sebagaimana dimaksud pada aya (1 dan ayat (3),
hanya dilekuien atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar..

(1) Tunluian pidana cobagaimana dimeksud pada ayal (1) den ayal (2) sesuai dengan
satwya adalah menyangkut kapontingan pribadl seseorang atau Eadan selakis Wajib
Pojak karena Itu dijedikan tindak pidana pengaduan . -

Pasal 80

| Denda sahagaim'ana dimaksud ﬁalam'Pa,.ra! 77 dan Pasal 79 a-,'all (1) dan ayal [2)

merupakan penerimazn Hegara.
BABXVI
KETENTUAN PERALIHAN
_ ' Pl * |
Pada saal Peraturan Daersh Inl berisku, Pajak yang mash lerhutang berdasarkan

peraiuran Daerah Nemor 37 Tahun 2001 lentang Pajak’ Kendaraan Bermotor (PKE)
cebzgzimana telah diubah dengan Peraturan Daersh Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun .

2002 fentang perubahan Ates Peraturan Daerah Provins! Bengkulu Nemor 37 Tahun 2001

. tgntang Pajak Kendaraan Bermator, Peraturen Dasrah Provinel Bengkulu Nomar 34 Tahun

2001 tentang Eea Balik Nama Kendaraan Bermotor (EBNKB) sebagaimana telah diubah
bebarpa kall dan terakhir dengan Peraturan Dasrah Nomor T.2 Tahun 2008 tentang Bea

' Bafix Nama Kendaraan Sermolor, Peraturan Daerah Provins] Bengtuld Momor 41 Tehun

2001 entang Pajak Bzhen Batar Kandarzan Barmolor sebagamana \glah diubeh dengan
rarslray Dagrdh Nemer 13 Tahin 2202 1aniang Péribanan Pn[iE_Féi‘ﬂlﬂr'én E}éél’é!’l
Provins| Benakulu Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak pengambilan dan pemanfaclan AT
Bawah Tanah dan Pemukaan sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Bengkuly Nomer 14 Tehun 2002 teniang Perubahan Alzs Perzluran Daarah

Provins! Bengkulu Nomor 42 Tahun 2001 tanteng Pejek Pengambilan Alr Bawah Tanah
dan Pemmukaan, mash depet ditagh selama Jangka wakia 5 (ima) tahun terhitung sejek
seat tarhulang. e e - - ‘

- BABXVI .
KETENTUAN PENUTUP - 1
Patalg2 . :

Hathal yang balum Gatur dalam Perasturan Daarah inf, sepanjang meﬁgenai'
palarsanasnnya dialur lebih lanjut dengan Peraluran Gubemur, . ;
_ | S _

=

Pasal 83 !

Padd saat Pératuran Daereh Inl barlaky, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 -
Tahun 2001 lentang Pelak Kendaraan Bermoler (PKE) (Lembaren Daerah Provinsi
Eunghule Tahun 2001 Nomar 1 Szd A, Tambizhan Lembaran Cazeeh Provinsl Eengkulu
lainot 1) sebagaimana telah divbah dangan Peraturan Dasrah Provinsi Bengkuy Nomor 9
Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraluren Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37
Tehun 2001 tentang Pajsk Kendaraan Bermolor (Lembaran Daerah Provingi Benghulu-

Tzhun 2002 Namer 9 Serj B}, Peraluran Dearan Provins! Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001
tan'ang Bae delly Nama Kendzraan Bormater (Lemberan Daergh Provinel Bengsulu Tahun
2001 Nomor 2 Ser A, Tambanan Lombaran Daarah Provinsi Benghulu Nomar 3)
sebdgaimana eloh diubah beborapa keli‘dan terakhlr dengan Peraluran Daerzh Provinsi
Bengkuly Nomor T.2 Tahun 2008 lentang Perubshan Kedua Alas Peraluran Daerah
Provins| Bengkulu Nomar 38 Tahun 2001 Tenlang Bea Ballk'Nama Kendaraen Bermotor
(Lembaran Deerch Provinsl Bengkuly Tshun 2007 Norior 2), Peraturan Daerah Provins!
Bongkulu Nemor 41 Tahun 2001 tentong Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermolor -

I L, %
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(Lembaran Dagrah Provinsl Bengkulu Tahun 2001 Nomor 5 Serl A, Tambahan Lembaran

Dazerah Provinsi Eengkulu Nomor €) sebagalmana teleh diubah dengan Peraluran Dasrah
Provinsl Bonghuly Nomer 12 Tahun 2002 lentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah

Provingl Bengkulu Nomar 41 Tahun 2001 fantang Pajak Bahan Bakar Kendarzan Bormotar
(Lembaran Dacrah Provinsl Bengkulu Tahun 2002 Nemor 13 Sari B), Peraluran Dagrah
Provinsl Bengkulu Nomar 42 Tahun 2001 lentang Pajak Pengembiian don Pamanfaatan Alr
Baweh Tanah don Alr Permukaan (Lambornn Doorall Provinel Bengkulu Talun 2001
Momor G Borl A, Trinbahan Lembinral Usareh) Provingl Panykuly Nomer 7) s=begalmonn
{eslnhy dlubah dengen Paraluran Duerch Provinel Bengkulu Nemor 14 Tohun 2002 tanteng

Parubuhan Pertama Poraturan Doerah Proving! Bengkuly Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pajak Pengamblian dan Pemonfoatan Alr Bawah -Tanah don Alr'Pormukaan (Lembaran

Daerah Provinsl Bergkuly Tahun 2002 Nomoc 14 Sert E), dl cabul dan dinyalzkan tidak
berfaku. :

Pasal 84 | .

Katentuan mengena pajak rokok sebagaimana dialur dalam Peraturan Daerah ini mulai
beriaku pada tanggal 1 Januar 2014, - : .

Pasal 85

Ketentuan mengenal pemungulan PK3 sebagaimana dlatur dalam Pasal 7 Huruf b kecual

(endaraan Bemolor Angkuten Umum, dan Pesal 7 hunuf ¢ dalam Peraturen Daerzh ini
- mulal berfaku tanggal 1 Januzn 2012, - -

Pasal 83

Ketentuan mengenal pengenaan tarif pajak progreslt sebagelmana disfur dafem Pasa! 8
ayat (2) huruf a dan b dalom Pareturan Daereh inl dimulal berakuy lmg-;il 1 Junuilri 2012,

. Pasal 87 ° .
Peraluran Deerah ini mulal berizku pada tanggal dlundangkan.

r sal ' ' Peralulon
Ager selisp orang depa! mengetahulnye, memerintahken pefmundgngun
‘Daetah Inf dengan penempalannya dalam Lembaran Dasrzh Provinsi Bengkulu,
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